Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup
Untuk Mengajukan Gugatan

Pasal 37

« Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan
ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak
hukum mengenai berbagai masalah lingkungan
hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.

- Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena
akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi
perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi
pemerintah yang bertanggung jawab di bidang
lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan
masyarakat.

« Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Ayat (1)

* Yang dimaksud hak mengajukan gugatan
perwakilan pada ayat ini adalah hak kelompok
kecil masyarakat untuk bertindak mewakili
masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan
atas dasar kesamaan permasalahan, fakta

nukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena

nencemaran dan/atau perusakan lingkungan
nidup.

Ayat (2)

» Cukup jelas

Ayat (3)

» Cukup jelas
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Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan
lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi
lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk
kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu
tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau
pengeluaran riil.

Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi
persyaratan:

Berbentuk badan hukum atau yayasan;

Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang
bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan
didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan
pelestarian fungsi lingkungan hidup;

Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran
dasarnya.



Penjelasan Pasal 38
Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas

Gugatan yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup tidak dapat berupa tuntutan
membayar ganti rugi, melainkan hanya terbatas gugatan lain, yaitu:

Memohon kepada pengadilan agar seseorang diperintahkan untuk melakukan

Hnddakan hukum tertentu yang berkaitan dengan tujuan pelestarian fungsi lingkungan
laup;

Menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena

mencemarkan atau merusak lingkungan hidup;

Memerintahkan seseorang yang melakukakn usaha dan/atau kegiatan untuk
membuat atau memperbaikan unit pengolah limbah.

Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang nyata-nyata
dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi lingkungan hidup.

Tidak setiap organisasi lingkungan hidup dapat mengatasnamakan lingkungan hidup,
melainkan harus memenuhi persyaratan tertentu. Dengan adanya persyaratan
sebagaimana dimaksud di atas, maka secara selektif keberadaan organisasi
lingkungan hidup diakui memiliki jus standi untuk mengajukan gugatan atas nama
lingkungan hidup ke pengadilan, baik ke peradilan umum ataupun peradilan tata
usaha negara, tergantung pada kompetensi peradilan yang bersangkutan dalam
memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud.
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- Tata cara pengajuan gugatan dalam
masalah lingkungan hidup oleh orang,
masyarakat, dan/atau organisasi
lingkungan hidup mengacu pada
Hukum Acara Perdata yang berlaku.



